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ABSTRAK

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA PENGRUSAKAN BATAS TANAH
(STUDI PUTUSAN NOMOR 543/Pid.B/2024/PN Plg)

ADE LUSTARI

Penelitian ini  bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana pengrusakan. Tindak pidana
pengrusakan merupakan salah satu masalah hukum yang kompleks, yang tidak
hanya melibatkan aspek hukum positif, tetapi juga faktor sosial, ekonomi, dan
moral.penelitian ini  menggunakan metode penelitian normative dengan
pendekatan studi kasus, mengambil beberapa studi kasus, mengambil beberapa
putusan pengadilan yang relevan sebagai objek kajian. Hasil penelitian ini
menunjukan bahwa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pengrusakan
dipengaruhi oleh berbagai faktor,termasuk bukti yang diajukan, nantinya dampak
sosial dari pengrusakan , serta motivasi dan keadaan pelaku saat melakukan tindak
pidana. Selain itu, keputusan hakim juga sering kali mempertimbangkan upaca
restorative justice, di mana hakim berupaya menyeimbangkan antara keadilan
bagimkorban dan rehabilitas bagi pelaku. Peneliti menemukan bahwa meskipun
terdapat pedoman hukum vyang jelas, namun implementasinya sering Kkali
bervariasi tergantung pada kebijakan dan sudut pandang masing-masing hakim.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pertimbangan hakim dalam kasus
tindak pidana pengrusakan tidak hanya berfokus pada aspek hukum semata, tetapi
juga harus mencakup aspek kemanusiaan dan keadilan sosial. Rekomendasi untuk
penelitian selanjutnya adalah perlunya studi lebih lanjut mengenai penerapan
prinsip-prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Pengrusakan, Restorative
Justice, Sisitem Peradilan Pidana



ABSTRACT

THE JUDGE’S CONSIDERATIONS IN HANDING DOLON DECISIONS
CRIMINAL OFFENCES OF LAND BOUNDARIES DESTRUCTION
(CASE STUDY OF VERDICT NUMBER 543Pid.B/2024/PN PIg)

ADE LUSTARI

This thesis aims to analyze the considerations of judges in deciding cases of
criminal destruction. The crime of destruction is a complex legal issue that
involves not only aspects of positive law but also social, economic, and moral
factors. This research employs a qualitative research method with a case study
approach, taking several relevant court decisions as the object of study.

The findings indicate that judges' considerations in adjudicating destruction cases
are influenced by various factors, including the evidence presented, the social
impact of the destruction, and the motivations and circumstances of the
perpetrator at the time of the offense. Moreover, judicial decisions often consider
efforts towards restorative justice, wherein judges aim to balance the justice for
the victim with the rehabilitation of the perpetrator. The researcher found that
although there are clear legal guidelines, their implementation often varies
depending on the policies and perspectives of individual judges.

The conclusion of this study is that judges' considerations in criminal destruction
cases do not solely focus on legal aspects but must also encompass humanitarian
and social justice dimensions. Recommendations for further research include the
need for additional studies on the application of restorative justice principles
within the criminal justice system in Indonesia.

Keywords: Judges' Considerations, Criminal Destruction, Restorative Justice,
Criminal Justice System.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam sistem peradilan
pidana yang Dbertujuan untuk menciptakan harmoni di tengah
masyarakat.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun1945
ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum,tidak berdasarkan
atas kekuasaan belaka®. Berarti bahwa Republik Indonesia adalah Negara
hukum yang demokratis berdasarkan pancasila UUD 1945, Menjunjung tinggi
hak-hak asasi manusia, dan menjamin semua warga Negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung
hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam pelaksanaan
keadilan pidana, salah satu tanggung jawab utama diemban oleh hakim
sebagai penegak hukum yang memutuskan perkara berdasarkan fakta, alat
bukti, dan aturan hukum yang berlaku. Keputusan hakim tidak hanya
menjadi penentu akhir dalam sebuah kasus, tetapi juga mencerminkan
penegakan hukum yang berkeadilan dan sesuai dengan nilai-nilai moral serta
sosial®.

Kasus tindak pidana pengrusakan batas tanah merupakan salah satu
bentuk tindak pidana yang sering kali memicu keresahan di masyarakat,

terutama dalam konteks sengketa lahan. Ketidakpastian hukum mengenai

! Hafrida 2024 “keadilan Restoratif” Yogyakarta; Deepublish, him. 70
2 Moh.Bagus,”Ragam dan Perkembangan Penegakan Hukum Di Indonesia Pasca
Reformasi”, Jurnal Hukum Pidana Islam,Vol. 8 No 2, 2022, him. 160.
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batas tanah seringkali memicu konflik antara pemilik lahan yang berdekatan®.
Dalam konteks ini, Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) mengatur bahwa: “Barang siapa dengan sengaja dan melawan
hukum menghancurkan, merusakkan, membuat tidak dapat dipakai, atau
menghilangkan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang
lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan
atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Ketentuan
ini memberikan dasar hukum yang jelas dalam bagaimana menangani
penerapan kasus pengrusakan batas tanah®.

Namun, dalam praktiknya, terdapat banyak perdebatan mengenai
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus semacam ini.
Hakim diharapkan untuk memutus perkara berdasarkan asas kepastian hukum
(rechtssicherheit), keadilan (gerechtigkeit), dan kemanfaatan
(zweckmaligkeit). Akan tetapi, pada kenyataannya, sering ditemukan
disparitas putusan yang menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat dan
ahli hukum. Misalnya, dalam beberapa kasus, terdakwa mendapatkan
hukuman ringan meskipun kerugian yang ditimbulkan cukup besar, sementara
di kasus lain, hukuman berat dijatunkan meski tingkat kerusakan relatif
kecil.Disparitas ini memunculkan kekhawatiran mengenai konsistensi
penegakan hukum dan keadilan substantif°.

Dalam konteks ini pertimbangan hakim menjadi sangat penting, hakim

® Imron Rosyadi,2022”’Hukum Pidana”Surabaya; Revka prima media, him. 8.

* Kembuan Bryan Kevin,” Tindak pidana peruskan barang dalam pasal 406 ayat (1) kitab
Undang-Undang Hukum Pidana”Lex crimen Vol. 8, No. 5, 2019. him. 63.

5 Laurensius Arliman,”Mewujudkan Penegakan Hukum yang baik di Negara Hukum
Indonesia”. Dialogialuridica,Vol.11 No0.1.2019,him,9.



di harapkan dapat menafsirkan dan menerapkan ketentuan- ketentuan dalam
KUHP baru secara tepat, agar putusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan
hukum tetapi juga mencerminkan keadilan sosial®. “Tidak ada satu perbuatan
yang dapat dikenai sanksi pidana dan/tindakan, kecuali atas kekuatan
peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada
setelah perbuatan dilakukan” Tentang peraturan perundang-undangan, Pasal
tersebut terdapat signifikan dalam pengaturan tentang tindak pidana, serta
sanksi yang lebih jelas’.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah perusakan batas tanah,
yang sering kali bertujuan untuk keinginan mendapatkan kontrol lebih besar
atas suatu area atau tanah dapat mendorong individu untuk mengambil
tindakan merugikan, seseorang merasa bahwa haknya atas tanah terancam
pihak lain, karena ketidak jelasan atau kurangnya pemahaman tentang. hak
milik,hak pakai, hak membuka tanah, hak guna bangunan yang dapat memicu
tindakan perusakan. “Seluruh wilayah Indonesia, termasuk bumi, air, dan
ruang angkasa adalah kesatuan tanah air seluruh rakyat Indonesia dan
merupakan kekayaan nasional”. Undang-Undang tentang peraturan dasar
pokok agraria pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak
hanya melibatkan aspek  hukum normatif, tetapi juga harus
mempertimbangkan aspek-aspek validitas dan reliabilitas®.

“Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama

® Tegar Prastya “Analisis pertimbangan majelis hakim atas pelaksanaan restitusi terhadap
pemenuhan hak atas korban tindak pidana pencabulan” ,Cendekia,vol,1,N0,10,2024,him 723.

’ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru No.1 Tahun 2023.

® Kitab Undang-Undang nomor 5 tahun 1960, Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.



menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana
penjara paling lama 5 tahun 6 bulan™®. Undang-Undang yang mengatur
tentang beratnya hukuman bagi pelaku pengroyokan. Ini merupakan salah satu
Pasal yang ada fenomena saat ini di dalam masyarakat. Tindakan ini tidak
hanya merugikan secara materil, tetapi juga menimbulkan keresahan sosial
dan berpotensi melanggar hak-hak individu lainnya. pasal tersebut
memberikan landasan hukum bagi proses penegakan hukum terhadap tindak
pidanaa perusakan baatas tanah menggunakan kendaraan pribadi. Kendati
demikian, penerapan hukumdalam kasus-kasus tersebut sering kali
memunculkan perdebatan, terutama terkait dengan pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan putusan®.

Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah perkara pidana dengan
Nomor Putusan 543/Pid.B/2024/PN Plg yang diputus oleh Pengadilan Negeri
Palembang. Kasus ini melibatkan terdakwa Khusmeri Yansyah Bin Saidina
Ali, yang bersama dua orang lain (belum tertangkap/DPO), didakwa
melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. Kronologi kasus ini bermula pada
tanggal 16 Mei 2023, ketika terdakwa, dengan bantuan dua orang lainnya,
merobohkan pagar panel beton milik saksi Jimmy Nangcik di Jalan TPA
Sukawinatan, Palembang, menggunakan mobil Mitsubishi Pajero Sport.
Tindakan tersebut dilakukan dengan mengaitkan tali seling pada tiang pagar

beton dan menariknya menggunakan mobil hingga pagar roboh. Akibat

% Pasal 170 Ayat (2) Ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

% Muhammad Wildan,”Elgenrichting dalam merampas hak perlindungan hukum pelaku
pidana di pengadilan Jurnal kajian hukum dan pendidikan
kewarganegaraan”’ Vol.2.N0.4.2023,him.4.



kejadian ini, pagar panel beton tersebut mengalami kerusakan parah. Tindakan
terdakwa memicu reaksi dari pihak korban, yang melaporkannya kepada pihak
berwenang.

Dalam proses persidangan, hakim memutuskan untuk menjatuhkan
hukuman pidana kepada pelaku berdasarkan Pasal 170 KUHP.Namun,
putusan ini menuai tanggapan yang beragam dari masyarakat. Sebagian pihak
merasa hukuman tersebut terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera,
sementara pihak lainnya menilai hukuman tersebut sudah proporsional
mengingat pelaku menunjukkan penyesalan dan bersedia mengganti kerugian
korban. Situasi ini mencerminkan kompleksitas yang dihadapi hakim dalam
mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menjatuhkan putusan,hakim tidak
boleh memihak kepada salah satu pihak yang berpekara di pengadilan,serta
memberikan jaminan rasa keadilan kepada masyarakat*2.

Hakim memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan
keadilan dalam setiap putusan yang dijatuhkan. Dalam kasus Pengrusakan
Batas Tanah, pertimbangan hakim biasanya meliputi aspek hukum, sosial, dan
psikologis. Aspek hukum mencakup penerapan pasal yang relevan sesuai
dengan fakta yang terungkap di persidangan. Aspek sosial mencakup
dampak perbuatan pelaku terhadap ~masyarakat, sementara aspek
psikologis mencakup kondisi mental pelaku maupun korban selama dan

setelah kejadian®®.

1 pytusan Nomor 543/pid.B/2024/PN PLG,2024.

2 Habibul Umam Tagiuddin,”Penalaran Hukum(Legal Roasting)Dalam Putusan
Hakim”,Jurnal ilmu sosial dan pendidikan,Vol,1,No,2,2017,him,191.

3 pytusan Perkara Nomor : 1352/Pid. B/2021/PN.Mks.



Namun, pertimbangan hakim tidak selalu diterima dengan baik oleh
masyarakat. Dalam kasus ini, hakim harus memberikan jaminan atas
kebenaran,kepastian hukum dan keadilan bagi lingkungan sosial dan maupun
bagi siapapun, mempertimbangkan fakta bahwa pelaku memiliki riwayat
konflik dengan korban yang telah berlangsung lama. Selain itu, pelaku
diketahui mengalami tekanan emosional pada saat kejadian, yang kemudian
dijadikan salah satu alasan pemberian keringanan hukuman. Di sisi lain,
masyarakat mempertanyakan sejauh mana putusan tersebut memberikan rasa
keadilan kepada korban, mengingat kerugian yang diderita cukup besar dan
belum sepenuhnya terganti*.

Persoalan seperti ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya bertugas
untuk menegakkan hukum, tetapi juga harus mampu menjembatani proses
konstatiur dan konstitusi putusan secara filosofis, sebab hukum tidak terketak
pada Undang-Undang saja. Dalam konteks kasus Pengrusakan batas tanah,
hakim dituntut untuk memperhatikan prinsip-prinsip hukum pidana seperti
asas proporsionalitas, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Asas
proporsionalitas menekankan bahwa hukuman vyang dijatuhkan harus
sebanding dengan kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku.
Sementara itu, asas keadilan bertujuan untuk memastikan bahwa putusan
yang dijatuhkan memberikan kepuasan kepada semua pihak yang terlibat, baik

pelaku, korban, maupun masyarakat luas™. Selain itu, perkembangan

% Darin Nur Aini Muthiah,”Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak
pidana ponografi’Indonesian jurnal of criminal law and criminology (IJCLC) Vol.2,No,1.
2021,him.6.

> Irwansyah Tanjung, "Tinjauan filosofis tentang adat bersendikan syarak-syarak



teknologi dan media sosial juga memengaruhi persepsi masyarakat
terhadap putusan hukum. Kasus ini, misalnya, menjadi sorotan publik
setelah viral di media sosial, yang membuat tekanan terhadap hakim
semakin besar. Hakim tidak hanya harus mempertimbangkan aspek hukum
secara objektif, tetapi juga harus menghadapi opini publik yang sering
kali bersifat emosional dan tidak selalu memahami kompleksitas kasus. Hal
ini menunjukkan bahwa penegakan hukum di era digital menghadapi
tantangan yang lebih besar dibandingkan sebelumnya®®.

Kajian terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Kasus Pengrusakan Batas
Tanah menjadi penting untuk memahami sejauh mana putusan hukum
mencerminkan keadilan dan memberikan efek jera bagi pelaku. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang memengaruhi
pertimbangan hakim, termasuk kondisi psikologis pelaku, dampak sosial
perbuatan tersebut, serta hubungan antara pelaku dan korban. Dengan
pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tidak hanya sesuai
dengan ketentuan hukum, tetapi juga mampu memenuhi ekspektasi keadilan
masyarakat®’.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut
melalui penulisan skripsi dengan judul “pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana perusakan batas tanah

bersendikan kitubullah hakim dalam memutuskan perkara pidana diantara azas legalitas dan
hukum yang hidup dalam masyarakat”,Jurnal normative,VVol,3,No,1,2023,him,255.

16 Ariel Lian Pratama Reksa,”Peran media sosial dalam membentuk opini publik terhadap
proses peradilan”,Jurnal hukumkewarganegaraan,Vol 6,No 7,2024.hlm,3.

7 Jonaedi effendi,2018 “Rektrokunsi dasar pertimbangan hukum hakim berbasis nilai-
nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”,Cimanggis;Prenanda
Media,hlm,242.



(STUDI PUTUSAN NOMOR 543/P1d.B/2024/PN.PLG).”

B. Rumusan Masalah
Dengan memperhatikan paparan latar belakang di atas, maka
permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalamm enjatuhkan putusan terhadap
kasus tindak pidana pengrusakan batas tanah (StudiPutusan Nomor 543/
pid.b/2024/PN PLG)?

2. Apakah saja faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam
menjatuhkan kasus tindak pidana (Studi Putusan Nomor 543/pid.b/2024/

PN PLG)?

C. Ruang Lingkup
Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian mengenai
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana
pengrusakan batas tanah, dan sehingga faktor yang ada ruang lingkup
penulisan skripsi ini termasuk dalam ruang lingkup kajian hukum pidana,

khususnya hukum acara pidana.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Adapun tujuan dalam penelitian ini, yaitu:
1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

terhadap kasus tindak pidana pengrusakan batas tanah (Studi Putusan



Nomor : 543/pid.B/2024/PN PLG).
2. Untuk mengetahui bagaimana sanksi terhadap pelaku tindak pidana

Pengrusakan batas tanah.

Manfaat dalam penelitian yang dilakukan:

1. Manfaat teoritis, yaitu
Peningkatan kualitas putusan pengadilan dengan memahami faktor- faktor
yang mempengaruhi keputusan hakim, di harapkan dapat mendorong
perbaikan dalam proses pengambilan keputusan, yang pada gilirannya akan
meningkatkan kualitas putusan pengadilan dan kontribusi terhadap ilmu
hukum penelitian ini memberikan wawasan baru tentang bagaimana hakim
mempertimbangkan berbagai faktor dalam menjatuhkan putusan. Hal ini
dapat memperkaya literature hukum, terutama dalam konteks kasus-kasus

pengrusakan.

2. Manfaat praktis, yaitu
Panduan bagi praktisi hukum hasil penelitian dapat menjadi referensi bagi
advokad, jaksan dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses peradilan
untuk memahami lebih baik pertimbangan yang digunakan hakim,sehingga
dapat membantu mereka dalam strategi litigasi dan kesadaran masyarakat
tentang hukum penelitian ini dapat menyebarluaskan informasi mengenai
aspek-aspek hukum yang terkait dengan pengrusakan batas tanah,
sehingga masyarakat menjadi sadar akan implikasi hukum dari tindakan

tersebut.
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E. Kerangka Konseptual
Kerangka konseptual penelitian ini bertujuan untuk memberikan
kejelasan terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Oleh
karena itu, berikut ini akan dijelaskan secara rinci makna dari konsep-konsep
yang relevan dengan judul skripsi:
1. Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang

dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana®.

2. Putusan hakim adalah hasil dari pemeriksaan perkara yang di lakukan oleh
hakim sebagai pejabat Negara yang diberi wewenang untuk itu, di ucapkan
di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu

perkara atau sengketa antara para pihak*®.

3. Tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan
dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat
dipertanggung jawabkan atas tindakannya oleh undang-undang telah

dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum?.

4. Pengrusakan merupakan proses, cara, dan perbuatan perusakkan yang
dilakukan oleh orang atau sekelompok orang sehingga menjadi tidak

sempurna (baik, utuh) lagi®*.

'8 Jenggis Khan Haikal 2023”Analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan
bebas terhadap pelaku tindak pidana penipuan jual beli tanah”’, purwokerto;Amerta media,hlm,5.

9 RW,Sururie,2023”Putusan Pengadilan”,Bandung;Mimbar Pustaka,hlm,55-56.

2 Evi Hartati,2019,“Tindak pidana korupsi” Jakarta;Sinar grafika,hlm,5.

! Tio sanjaya,”Imperlentasi hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan
perusakan terhadap barang kepunyaan orang lain sehingga tidak dapat dipakai lagi”,jurnal
penelitian dan pengkajian ilmiah mahasiswa(JJPIM),Vol,2,No,4,2021,him,2.
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5. Batas tanah yaitu patok sebagai tanda tanah, pembuatan atau pemasangan
batas tanah ini sangat penting karena untuk menghindari kecurangan yang
terjadi seperti kelebihan atau kekurangan tanah dan juga sisa tanah dan

memegang hak atas tanah yang berbatasan®.

22 FX.Sumarja,2017,”Hukum pendaftaran tanahBandar lampung;Perpustakaan Nasional
Indonesia Republik Indonesia,hlm,56.



F. Review Studi Terdahulu Yang Relevan
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No

NamaPenulis

Tahun

Judul Penelitian

Hasil Penelitian

1

Panji Dwi
Pangestu

2022

AnalisisDasar
Pertimbangan Hakim
Dalam  Menjatuhkan
pidana Terhadap
Pengunjuk Rasa Yang
Melakukan
Pengerusakan
Fasilitas Publik (Studi
Putusan Nomor:
1281/Pid.B/2020/PN
Tjk)

Dasar  pertimbangan
hakim dalam
menjatuhkan pidana
penjara  selama 6
(enam) bulan terhadap
pengunjuk rasa Yyang
melakukan
pengerusakan fasilitas
publik dalam Putusan
Nomor:
1281/Pid.B/2020/PN.Tj
k terdiri dari
pertimbangan  yuridis,
filosofis dan sosiologis.
Pertimbangan  yuridis
yaitu perbuatan
terdakwa terbukti
melanggar Pasal 170
ayat (2) ke-1 KUHP.
Pertimbangan filosofis
yaitu hakim menilai
bahwapemidanaan tidak
hanya bertujuan untuk
menimbulkan efek
jera pada
pelakunya
sebagai
pemidanaan
terdakwa.
Pertimbangan
sosiologis yaitu hakim
mempertimbangkan
hal-hal yang
memberatkan dan
meringan pidana bagi
terdakwa, serta pidana
yang dijatuhkan hakim
telah memberikan
manfaat kepada
masyarakat.

tetapi
upaya
terhadap

Diska
Harsandini

2017

DasarPertimbangan
Hukum Hakim
Menjatuhkan  Sanksi

Hakim
Agung
pemeriksaan

Pertimbangan
Mahkamah
pada
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No

NamaPenulis

Tahun

Judul Penelitian

Hasil Penelitian

Dalam Kekerasan
Terhadap Barang
(Studi Putusan
Makhamah Agung
Nomor 1217
K/P1D/2014)

dalam tingkat kasasi

hanya berkenaan
dengan tidak
diterapkan suatu

peraturan hukum atau
peraturan hukum tidak
diterapkan

sebagaimana mestinya
atau cara mengadili
tidak dilaksanakan
menurut ketentuan
undang-undang dan
atau Pengadilan telah

melampaui batas
wewenangnya
sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal
253 KUHAP. Dasar
pengambilan  putusan
yaitumelalui

pertimbangan  hakim
terkait ~ peristiwanya,
hukumnya, dan
pidananya. Ketiga
element tersebut dapat
diketahui melalui
pertimbangan  yuridis
dan pertimbangan non
yuridis.  Pertimbangan
yuridis dalam perkara
tersebut terkait pada

Dakwaan Penuntut
Umum, tuntutan
pidana, keterangan

saksi, keterangan ahli,
petunjuk, keterangan
terdakwa, barang bukti
dan pasal-pasal terkait.
Sementara itu
pertimbangan non
yuridis dalam perkara
tersebut terkait hal-hal
yang memberatkan dan
hal-hal yang
meringankanTerdakwa.
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Pelaku Tindak Pidana
Perusakan

(Studi Perkara Nomor:
892/Pid.B/2014/PN.Tj
k.)

No | NamaPenulis | Tahun Judul Penelitian Hasil Penelitian
3 | Lila Alfhatria | 2018 AnalisisDasar Dasar  pertimbangan
Hayumi Pertimbanhan Hukum | hukum hakim dalam
Hakim Dalam | menjatuhkan bebas
Menjatuhkan Putusan | terhadap pelaku tindak
Bebas Terhadap | pidana perusakan

terhadap barang adalah
tidak terpenuhinya
unsur dengan sengaja
dimuka umum
bersama-sama

melakukan kekerasan
terhadap orang atau
barang dalam Pasal 170
ayat Q) KUHP
sebagaimana

didakwakan oleh
Penuntut Umum. Oleh
karena itu terdakwa
dinyatakan tidak
terbukti melakukan
tindak pidana, harus
dibebaskan dari
dakwaan Penuntut
Umum  dan  harus
dipulihkan hak-haknya
dalam kemampuan,
kedudukan, harkat serta
martabatnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah

penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian

hukum yang menggunakan data primer dan data skunder?.

2 Muhaimin, 2020, “Metode Penelitian Hukum ”,Mataram; Mataram university press, him.

47,
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2. Sumber data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
skunder,data primer yaitu mencakup data yang diproleh atau dikumpulkan
di lapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan. Dan data skunder
yang berasal dari bahan-bahan hukum sebagai data yang diproleh dari

kepustakaan®*.

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut

a. Bahan hukum primer
Dalam hal ini, bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis
terdiri dari Undang-Undang (UU)1/2023 tentang KUHP baru tentang
tindak pidana pengrusakan, Kitab Undang-Undang no 8 tahun 1981
tentang hukum acara pidana, Kitab Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana Baru No.1 Tahun 2023.

b. Bahan hukum skunder
Bahan hukum skunder merupakan bahan hukum yang menguraikan
penjelasan bahan hukum primer, meliputi jurnal hukum,buku-buku
yang tertulis oleh ahli hukum yang berkaitan dengan penelitian, kasus-

kasus hukum, hasil penelitian.

2 Muh Yani Balaka,2022, ”Metodoligi Penelitian”,Bandung;widiana bhakti,hIm,9.
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c. Bahan hukum tersier
Dalam hal ini bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pelengkap
yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan
hukum primer dan skunder, seperti kamus bahasa Indonesia, kamus
bahasa inggris,perpusatakaan lokal maupun nasional, lembaga terkait,

internet dan sebagainya

3. Metode pengumpulan data
Pada penelitian skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan
data, yaitu melalui studi perpustakaan (liberyresearch)Penelitian
kepustakaan mengkaji bahan hukum primer (peraturan perundang-
undangan), bahan hukum sekunder (buku-buku, jurnal,hasil penelitian),

dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan permasalahan peneliti ini.

4. Analisis data
Teknis analisis data dalam penelitian hukum ini menggunakan analisis
deskriptif kualitatif dan atau kuantitatif dan pendekatan yuridis normatif

yaitu melihat hukum sebagai norma dalam masyarakat.

H. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan ini terstuktur dalam empat bab utama yang
dibagi lagi menjadi beberapa sub-sub yang saling berkaitan, memberikan,
memberikan penjelasan mendalam mulai dari latar belakang masalah hingga

kesimpulan penelitian.
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: PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, ruang
lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual,
riview studi terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan

sistematika penulisan.

: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi paparan mengenai kerangka teori yang berkaitan
dengan permasalahan yang akan di bahas, yaitu:
1. Tinjauan umum tentang pidana dan pemidanaan

a. Pengertian Tindak Pidana

b. Unsur-Unsur tindak pidana

c. Sanksi pidana

d. Pemidanaan
2. Tinjauan Umum Tentang Pengrusakan Batas Tanah
3. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim

a. Pengertian Putusan Hakim

b. Dasar-Dasar Putusan Hakim

¢. Jenis-Jenis Putusan Hakim

: PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan pembahasan pertimbangan
hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana

pengrusakan batas tanah di Pengadilan Negeri Palembang.
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BAB IV : PENUTUP
Pada bab ini berisikan kesimpulan dari pembahasan dan saran dari

penulis.

DAFTAR PUSAKA

LAMPIRAN
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